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ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

Eva Laurens Sihombing' dan Yuniarwati’
ABSTRAK

Obyek penelitian ini adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah
Kabupaten Asmat. Obyek pajak pada pemerintah Kabupaten Asmat terdiri dari 7 obyek pajak
yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.
Sedangkan retribusi daerah di Kabupaten Asmat terdiri dari 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kuantitatif deskriptif dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah periode 2019-2023. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah mendapatkan skor rata-rata sebesar
157,53% dengan kriteria sangat efektif dan efektivitas pemungutan retribusi daerah
mendapatkan skor rata-rata sebesar 102,94% dengan kriteria sangat efektif. Obyek pajak
dengan skor efektivitas paling tinggi adalah pajak restoran (323,04%; sangat efektif) dan
paling rendah adalah pajak hiburan (51,32%; tidak efektif). Jenis retribusi dengan skor
efektivitas paling tinggi adalah retribusi jasa umum (107,49%; sangat efektif) dan paling
rendah adalah retribusi jasa usaha (73,22%; kurang efektif).

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efektivitas

ABSTRACT

The object of this research is regional tax and regional levies of the government of Asmat
District. Tax objects in the Asmat District government consist of 7 tax objects, i.e. hotel tax,
restaurant tax, entertainment tax, recreation tax, street lighting tax, rural and urban land and
building tax, and sunk duties on land and buildings. While regional levies in Asmat District
consist of 3 types of levies, i.e general service fees, business service fees, and certain licensing
fees. This research uses descriptive quantitative research methods and the purpose of this
research is to find out the effectiveness of regional tax and retribution collection for the 2019-
2023. The results showed that the effectiveness of regional tax collection earned an average
score of 157.53% with very effective criteria and the effectiveness of regional levies collection
earned an average score of 102.94% with very effective criteria. The tax object with the highest
effectiveness score is the restaurant tax (323.04%, very effective) and the lowest is the
recreation tax (51.32%; not effective). The type of levy with the highest effectiveness score is
general service retribution (107.49%, very effective) and the lowest is business service
retribution (73.22%, not effective).

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Effectiveness
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BAB |
PENDAHULUAN

Pendapatan negara diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang ini, pendapatan negara berasal dari
penerimaan pajak, non-pajak dan hibah. Menteri keuangan menetapkan pendapatan
negara dengan persetujuan presiden, yang kemudian hal tersebut akan dibahas
Bersama dengan DPR. Salah satunya karena pajak merupakan pendapatan negara yang
paling besar dan tetap stabil setiap tahunnya yang dapat digunakan sebagai sumber
pembiayaan untuk membangun berbagai infrastruktur bagi kesejahteraan Masyarakat.
(Indri et all, 2021).

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Tingkat
provinsi ataupun kabupaten adalah pajak daerah dan retribusi. Sumber penerimaan
Pajak Daerah bagi kabupaten/kota terdiri dari Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan, pajak reklame, pajak air tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen
Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman, tenaga Listrik, jasa
perhotelan, jasa parker, jasa kesenian dan hiburan, pajak mineral bukan logam dan
batuan, pajak sarang burung wallet.

Kabupaten Asmat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-
100 meter di atas permukaan laut. Letak geografis, wilayah kabupaten Asmat terletak
di antara 137-140 bujur timur dan 40-70 lintang Selatan dan berada di ujung timur
Pantai Selatan Papua. Jumlah penduduk Kabupaten Asmat keadaan bulan Desember
2023 adalah 111.386 jiwa dengan sebaran pada 25 Distrik. Dengan luas wilayah
Kabupaten Asmat sekitar 25.015,306 kilo meter persegi yang didiami oleh 111.386
jiwa, maka rata-rat kepadatan penduduk Kabupaten Asmat adalah sekitar 4 jiwa per 1
kilometer persegi.

Sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, wilayah Distrik terus mengalami pemekaran
termasuk Kabupaten Asmat. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
Kabupaten Asmat yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Merauke
dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten yang otonom.

Sejak diresmikan menjadi Kabupaten Asmat, maka Kabupaten Asmat

mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri melalui



sebuah sistem pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dnegan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pembentukan  daerah  otonom  dilakukan dengan tujuan  untuk
mengimplementasikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada 4 pilar
utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya
nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal
melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan
kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan
daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga
kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien,
pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan
retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-
sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi
dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Penyederhanaan
retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan
dalam 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu.

Tugas akhir ini akan mengulas efektivitas pemungutan pajak dan retribusi di
Kabupaten Asmat pada periode 2019-2023. Periode tersebut diambil karena mencakup

periode sebelum, saat, dan setelah pandemi covid-19.



1.1 Tujuan
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan

pajak dan retribusi daerah periode 2019-2023.

1.2 Manfaat
Penulisan tugas akhir ini akan memberikan informasi terkait efektivitas

pemungutan pemungutan pajak dan retribusi daerah periode 2019-2023 dan
memberikan informasi terkait efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi per
masing-masing obyek pajak dan jenis retribusi daerah.
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